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PARMOUT, MERCUSUAR Da—
lim waktu dekat, DPRD Kabupaten
(Dekab) Parigi Moutong (Par-
mout), akan membentuk Panitia
Khusus (Pansus) yang bertugas
membahas Laporan Hasil Peme-
riksaan (LHP) Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) %I%(Perwakllan
Sulteng, terhadap pengelo]aan ke-
uangan Kabupaten Parmout tahun
2010 yang menu ,'
mer opinion (tidakne
pendapatred).

Anggota Dekab,
PartalAmar}atNas' nal (PAN), Ha-
zairin Paudxkep artawan Ra-
bu (15/6) menjels]

-
ik
® a 3

fein

‘ungi Jempol
gas dari pucu.k pimpinan
suatu daerah, apakah bu-
pati atau walikota. Seperti
halnya yang diperlihatkan
oleh Bupati Donggala,

Habir Ponulele selama ini. -
Relaiar dari Cimahi ko-

Tindak La‘njut Temuan BPK
' Dekab akan Bentuk Pansus

pembentukan Pansus ‘tersebut
merupakan kewajiban DPRD se-
bagaimana diamanatlan dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 Tentang Pemeriksaan Penge-
lokan dan Tanggung Jawab Keua-
ngan Negara khususnya pasal 21
ayat 1 yang menyebutkan, Lemba-
ga perwakilan menindaklanjuti ha-
sil pemeriksaan BPK dengan mela-
kukan pembahasan sesuai dengan
kewenangannya.

Lebih lanjut Hazairin menjelas-
kan, anggota Pansus Disclaimer

ini berasal dari fraksi-fraksidi De- -

kab Parmout yang akan dibenmk
dan disahkan melalui rapat pa-
ripurna.

“Badan Musyawarah sudah
menjadwalkan rapat paripurna

. pembentukan dan pengesahan

Pansus Dischimer ini. Paripurna-
nya besok (Kamis hari ini, red),”
jelas Hazairin ketu Fraksi PADI di

Dekab Parmoutitu.

Menurutnya, Pansus Disclaimer
ini akan bekerja kurang lebih dua
minggu untuk membahas LHP
BPK tersebut. Pansus tersebut kata

Hazairin, akan mengundang se-
jumlah pejabét Satuan Kerja Pe-
rangkat Daerah (SKPD) untuk
membahas LHP dimaksud Subs-
tansi pembahasannya adalah
mempertanyakan penyebab terja-
dinya sejumlah temuan dalam LHP
BPK RI tersebut.

Jika ada hal-hal yang tidak jelas

- g

dalam pembahasan itu, maka Pan-
sus kata Hazairin dapat mengun-
dang BPK RI untuk menjelaskan-
nya sebagaimana disebutkan da-
lam pasal 21 ayat 2 UU Nomor 15
Tahun 2004 yang menyebutkan,
DPRD meminta penjelasan kepada
BPK dalam rangka menindaklan-
juti hasil pemeriksaan. ran

PARA Penjual ikan yang berada di bawah kawasan Jembatan IV Palu makin ramai.
Warga yang melintas di jalur ini pun lebih memilih singgah untuk membeh ikan di
tempat ini dari pada harus ke pasar. FOTO: AFIT/MS .












